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Penegasan Paradigma Perencanaan
dan Penganggaran

Amanat konstitusi menegaskan bahwa ANGGARAN NEGARA adalah
INSTRUMEN untuk mencapai tujuan nasional.

BIPolitik perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh
TUJUAN yang akan dicapai (policy driven), dan tidak seharusnya
dikendalikan oleh ketersediaan anggaran (budget driven).

BITeknis perencanaan dan anggaran adalah memastikan tujuan
pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalikan seluruh
sumber daya (pemerintah, perbankan dan swasta); dan
meningkatkan EFISIENSI, EFEKTIVITAS dan KEADILAN alokasi
pengeluaran atau belanja pemerintah, penyaluran kredit perbankan
dan investasi swasta.

BIProses perencanaan dan penganggaran adalah OPTIMALISASI
SUMBERDAYA (pemerintah, perbankan dan swasta) untuk mencapai
tujuan pembangunan, dan memperbaiki KUALITAS BELANJA.

Arahan Presiden Terkait Penyusunan
| @ RKP 2017 (Hasil Sidang Kabinet 10
Februari 2016

TEMA RKP 2017: “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan
Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta
Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”.

Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan
berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan
pembangunan nasional.

Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak harus
berdasarkan money follow function, tetapi money follow
program prioritas.

Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan
tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Semua nomenklatur proyek
harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih, dstnya.
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Rumusan Tema Menurut
RPJMD DIY Tahun Ke-5

Sinergi Tema RKP dan RKPD DIY Tahun 2017

Kebutuhan Perencanaan
Pembangunan di Tahun 2017

Arahan Presiden Pada Penyusunan RKP 2017
(Hasil Sidang Kabinet 10 Februari 2016)

Mendayagunakan & '+ Mengurangi  Disparitas Tema RKP 2017 : Memacu Pembangunan
mengoptimalkan (SDM Wilayah; Infrastruktur ~ dan Ekonomi Untuk
unggul, kesehatan terjamin, * Meningkatkan Meningkatkan Kesempatan Kerja Serta
kemiskinan turun, Sumberdaya Manusia Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan
pengangguran turun, Berkualitas; Antar Wilayah.

investasi tumbuh, ekonomi * Meningkatkan Kualitas |

tumbuh & merata, Pendidikan; Muatan Lainnya :

infrastruktur mantap, * Meningkatkan .

masyarakat lebih berbudaya
& DIY lebih karakter)

Kesempatan Kerja;
Meningkatkan
Pertumbuhan Ekonomi;
Meningkatkan Kualitas
Layanan Publik.

Tema RKPD DIY 2017 Tentatif :

Mewujudkan kualitas pembangunan yang lebih

berkeadilan

melalui

pengembangan

PR—

1. Anggaran negara harus berorientasi
manfaat untuk rakyat dan berorientasi
pada prioritas untuk mencapai tujuan
pembangunan nasional;

2. Kebijakan anggaran belanja  tidak
berdasarkan money follow function tapi
money follow program (tidak perlu
semua tusi dibiayai secara merata);

3. Memangkas nomenklatur program yang
tidak jelas manfaatnya bagi rakyat.

Tema DIY Sejalan

Sumberdaya Manusia, Pertumbuhan Ekonomi
dan Perbaikan Layanan Publik.

dengan Tema Nasional

Money Follow Program

Sejalan dengan Cascade
& Redesign Prog/Keg

Tema Kab./Kota

Juga Harus
Sejalan

H@‘ | @ Pendekatan Penyusunan RKP 2017
Pz

Mandat UU 25 /2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Pasal 4 ayat 3)

RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas
pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup
gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan
fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga,
“Kewilayahan” dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan
yang bersifat indikatif.

Diperlukan upaya pengintegrasian berbagai Program Prioritas dan
Kegiatan Prioritas Kementerian/Lembaga ke dalam satu tujuan (goal) yang
jelas dan terukur dengan usulan kegiatan dan pendanaan daerah.

Bappenas sedang menyiapkan perencanaan dengan pendekatan holistik-
tematik, integratif dan spasial dalam upaya pencapaian sasaran agenda
prioritas nasional agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Dalam pendekatan perencanaan tersebut, maka hanya program dan
kegiatan Kementerian/Lembaga yang secara langsung mendukung
pencapaian proritas nasional menjadi program dan kegiatan prioritas.
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PENDEKATAN PEMBANGUNAN :
HOLISTIK, TEMATIK, TERINTEGRASI, SPASIAL

VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019:
"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong"

Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN

yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga
kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi
dengan mengamankan sumber daya maritim, dan
mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara
kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan
demokratis berlandaskan negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan
memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang
tinggi, maju, dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang
mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan
nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam
kebudayaan.

\@'ﬂ ) Visi dan Misi Pembangunan 2015-2019

enghadirkan
kembali Negara
untuk
melindungi
segenap bangsa
an memberi

Membangun

Memperteguh a3 aman paca tata kelola
keblinelzan EEIAU R Pemerintahan
d. yang bersih,

memperkuat efektif,
restorasi sosial demokratis dan
terpercaya

embangui
Indonesia dari

Melakukan
revolusi
karakter

9 PROGRAM dan desa dalam
PRIORITAS e

Keshtuan
NAWACITA

Mewujudkan
kemandirian

7

reformasi
sistem dan

hukum yang
bebas korupsi,
bermartabat,
dan terperc

domestik

Meningkatkan Meningkatkan
produktivitas kualitas hidup
6 ralgyat dan daya manusia dan
saing di pasar asyarakat

internasional Indonesia
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\@? ‘ @ Strategi Pembangunan Nasional dan Tema RKP 2017
\i 2

Norma Pokok Pembangunan Kabinet Kerja:
. Pembangunan bersifat holistik komprehensif memperhatikan seluruh dimensi terkait
b. Pembangunan untuk manusia danmasyarakat harus memberdayakan masyarakat untuk menjadi mandiri dan tidak
menyebabkan justru menjadi masyarakat yang lemah (entitled society)
. Pembangunan tidak menciptakan ketimpangan yang semakin lebar
. Pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan dayadukung lingkungan dan ekosistem
e. Pembangunan harus mendorong tumbuhberkembangnya swastadan tidak justru mematikan usaha yang sudah berjalan

]

an

\ 3 DIMENSI PEMBANGUNAN
BIME&S{E&ABMGLN#N MANUSIA DIMENSI PEMBANGUNAN DIMENSI PEMERATAAN DAN
( e oot Miertal ) ; KLY
= KedaulatanEnergidan Al!!mﬂnelmmokPamm
go 6 POndidican 1 681 Ketenagalistrikan waCl T tarwilayah: (1) Desa; (2)
Nawac Kesehatan Perbatasan; (3) Tertinggal; (4)
P: 2 - Perkotaan
Nawacita 4 § - Nawacita 2
Kepastian dan Penegakan Nawacita 1 K_ONDISI PE RLl{ ) Nawacita 9 . Tata Kelola dan Reformasi
Hukum Keamanan dan Ketertiban Politik dan Demokrasi Birokrasi

QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

. 4

I I
I |
MEMPERCEPAT | MEMACU PEMBANGUNAN !
PRI ESotil MEMPERKUATFONDASI | | | KESMPATANKGRAsiRTA | || rosespenyusunan Broset e
PEMBANGUNAN YANG MENGURANGI KEMISKINAN DAN
BERKUALITAS 1 KESENJANGAN ANTARWILAYAH | |
|
*) Disiapkan oleh KIB II, kemudian direvisi melalui Perpres No. 3, 2015!9:;th [ Peribahan RRPZOLIT — — — —
\@9 ‘ Pendekatan Pembangunan
B2 Holistik, Tematik, dan Terintegrasi (1)
Contoh: Prioritas Nasional Kedaulatan Pangan
Mempunyai multitarget (banyak sasaran)
A. Sasaran Pokok, antara lain :
* Peningkatan produksi padi,
* Peningkatan produksi jagung,
* Peningkatan produksi ikan dll. Prioritas Nasional, Sasaran
B. Kegiatan Prioritas antara lain : Pokok serta Kegiatan
1. Reforma agraria Prioritas telah tertuang
' ) . dalam :
2. Stop konversi lahan produktif . .
. * Nawacita Jokowi — Jusuf
3. Pemulihan kesuburan lahan Kalla
4. Pembangunan desa mz?ndlrl ben-lh + Rencana Pembangunan
5. Pengembangan pertanian organik Jangka Menengah
6. Peningkatan produksi ikan, garam dan (RPJMN) 2015-2019
rumput laut
7. Pengendalian harga dan impor pangan

8. Peningkatan produksi padi dan pangan
lainnya (protein hewani)
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Py Pendekatan Pembangunan
@I ‘
Holistik, Tematik, dan Terintegrasi (2)

* Holistik- Tematik: Untuk mencapai sasaran prioritas
nasional Kedaulatan Pangan, perlu koordinasi multi
kementerian, yaitu antara lain Kementan, KemenPUPR,
Kemen ATR, dan Kemen KLH, KemenPerdagangan serta
Pemerintah Daerah.

* Integratif: Pencapaian Kedaulatan Pangan tidak bisa hanya
dengan peningkatan produktifitas lahan existing, menyetop
konversi lahan produktif, reforma agraria, pencetakan
sawah  baru, pengembangan pertanian organik,
pengendalian harga dan impor pangan, dst. (kombinasi
berbagai program/kegiatan)

* Spasial: pembangunan sawah baru misalnya, harus
mempertimbangkan lokasi, berdekatan dengan irigasi,
terintergrasi dengan jalan, gudang, pasar dll.

\@.‘“ ‘ @ Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan

(Perencanaan Terintegrasi)

LEVEL 1 / Kemen KP
Kemen KP, Peningkatan
PROGRAM Kemenriste, i \
Kemendikbus Pengembangan Kemen KP, Kemenhub
Peni tal ’
PRIORITAS R i, NPI_:E*:";:“;M \ Kemen BUMN,
(e A Pemda
an ipte s Ean PRIORITAS
. 3 o NASIONAL
Kemen KP, = =
Kemen ATR,
Pemda !
Mendesain tata Konektivitas formenhub,
| ruangwilayah [ fantane dan ‘emda
pesisir dan industri
lautan Pembangunan maritim
Kemaritiman
dan Kelautan

Kemen KP, Kemen KUKM, Pemberantasan

Kemen KP,

Kemen PUPR, Kemenhub, illegal, .
Kemenristekdikti, Kemendag, ""‘::lﬂ;';::';:.'i:*“ ;4:‘:.'1::;::]:?::’[3, T,
Perbankan, Pemda Jenig GO0/ poman

Pengelolaan

| pemambalian perbatasan laut,
o

— W’\HK - pulau pulau Kemenhan, Kemen KP, Bakamla,
Kemen K R’M::leulmh e kecl Kemendagri, Kemenlu
salitas
Kemen LHEX, ; 0noe
Pemda B
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(Perencanaan Terintegrasi Konektivitas (Tol) Laut dan Industri Maritim)

\@? ‘ @ Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan

Kemenhub,

LEVEL 2
BUMN
Kemenhub, Pem‘l‘:]:lg:::
BAKAMLA, n pelabul
TNI/POLRI L T PROGRAM
. PRIORITAS
eamanan L
KEGIATAN dan Pembangun: BUMN (PT PAL),
PRIORITAS sy wiapaita | (N

Peningkatan
Konektivitas
(Tol) Laut
dan Industri
Maritim

¥

.»D
SDM

Kemenhub,
BUMN

Kemenperin,
BUMN,

Penguatan
Industri
Perkapalan
dan Rancang
Bangun
Kelautan

Insentif
Usaha dan ]K "
Kemenhub, Perkapalan Iklim " emenkeu,
Kemenristekdikti, Investasi BKPM

Perguruan Tinggi

INTEGRASI PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH
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\ - Bappenas dan Bappeda Sebagai Fungsi
Q
2 Integrator dalam Perencanaan Pembangunan

* Usulan program/kegiatan harus dilaksanakan  secara
komprehensif sesuai dengan arah pembangunan serta
pencapaian target/sasaran Agenda Prioritas Nasional (NAWA
CITA) pada RPIMN  2015-2019. Untuk itu, usulan

Pus.at program/kegiatan perlu dilakukan secara terpadu dan
Belanja K/L terintegrasi, baik lintas sektor, lintas K/L (lintas SKPD), maupun
lintas wilayah.

* Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 menekankan pembiayaan
berorientasi pada hasil pembangunan. Sehingga hanya program-
program yang akan memperolah prioritas pembiayaan adalah

Swasta/PPP Bappengs BUMN yang paling jelas manfaatnya bagi masyarakat.
Peran i (Bappeda) Menunjang «Selama ini, pembahasan dan pengusulan anggaran
Independent SistemIntegrator . Kebijakan Program/Kegiatan serta pengalokasian Pagu Indikatif dilakukan
Pusat secara sektoral per Kementerian/Lembaga (SKPD). Padahal,

banyak sasaran/target program di K/L (SKPD) sektor yang
memerlukan dukungan kegiatan dari K/L (SKPD) lain, namun K/L
(SKPD) yang bersangkutan tidak mempunyai kewenangan utk
mengkoordinasikan K/L lain.

* Hanya Kementerian PPN/Bappenas (Bappeda) yang mempunyai
fungsi utama sebagai koordinator perencanaan lintas sektor,
lintas wilayah, maupun lintas kementerian/lembaga (lintas
SKPD). Bappenas (Bappeda Provinsi) akan menjadi integrator
setiap K/L (SKPD) dan pemerintah daerah (Pemerintah Kab/Kota)
agar bisa bersinergi dalam menjalankan suatu program.

Dukungan
dalam
Pelaksanaan

\@‘ | @ Kesiapan Bappenas Sebagai Sistem
»Z Integrator Pembangunan

1) Yang telah dan akan disiapkan Bappenas untuk penyusunan Perencanaan RKP
2017 :

* Menetapkan sasaran dan arah kebijakan tiap-tiap agenda pembangunan
nasional yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP)
2017.

* Memetakan kegiatan prioritas yang perlu dilakukan agar program prioritas
dapat terlaksana Prioritas Nasional dan program prioritas telah tertuang
dalam Agenda Nawa Cita Jokowi-Jusuf Kalla dan RPJMN 2015-2019 (bersifat
given).

* Memetakan  Kementerian/Lembaga vyang ikut berperan dalam
melaksanakan kegiatan prioritas.

2. Terkait dengan arahan Bapak Presiden mengenai pendekatan money follow
program, Bappenas telah menyiapkan :

* Penjabaran Program, Kegiatan, Sasaran, Indikator serta Target
Kementerian/Lembaga yang melaksanakan kegiatan prioritas.

* Instrumen berupa Sistem Informasi untuk mendukung penjabaran tersebut.
(https://e-musrenbang.bappenas.go.id/multilateral)

* Indikasi Lokasi dan Indikasi Alokasi Anggaran per Program didiskusikan
dengan Kementerian/Lembaga terkait melalui forum Multilateral Meeting.
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Pengembangan Sistem Informasi Untuk
‘ @ Mendukung Bappenas Sebagai Sistem
Integrator Pembangunan (1)

Prioritas Pembangunan : Kedaulatan Pangan

Langkah 1 - Penentuan Sasaran Pokok RPIMN :

\ y Pengembangan Sistem Informasi Untuk
(- 1 Mendukung Bappenas Sebagai Sistem
Integrator Pembangunan (2)

4. per 3o
5. Beninghatan Produks Padi da Pangan L ienra (Proten Heears)

Langkah 3 - Penentuan Kegiatan - Kegiatan Priomas (FORM &)

Kegiatan
Prioritas




Pengembangan Sistem Informasi Untuk
Mendukung Bappenas Sebagai Sistem
Integrator Pembangunan (3)

ishoral
Petenarian e brgaran

= e
Langkah 4 : Penentuan Detail Kegiatan Pendukung - o
Penjabaran Program, Kegiatan,
orkas Pembanguran 62 P jSasarln daE:I.nd‘Ikitor :
Kegiatan Utama :Pennglatan Produkes lan, Garam, dan Rumput Laut
" T ] " . - "
v, A Faju, Moapokan g Tt Menjadi kel matriks sebag: h pada slide 15-17
S S o)
W Kemesterin | Lenbage Prgrim egatsn Swmne Indicater Lokl Taget 2017 Alskasi Nesi Peagi L
Toalea)
- L Ork e
e [ [ — [ —) Dhwian . 1
1 e J Slhdoeget 8 et e o
PN Bl idden avas g barda e o bkt ik wan 6 (") Dhrtdar Prkarwn
b Sonbu Do i g ) Ot ||
e Sk e [ — bt pean i 1) Dl - .
& ENENTERIAN KELAUTANDAN Brogrm begeoae Susber D) Pargeodn Kavaan Perkare Bddin Tewdarsd & L priaee tuidin NP oarermd marbun corva e s prr o Diwrtan : eom 750 kompek ¢ Devirn keaaar e
PERIANAN Py Bddin bddan ) Dl L

Matriks Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Serta
Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga (Form B)
Hasil Aplikasi SIMU

(Prioritas Nasional : Kedaulatan Pangan)

Kementerian / Target | Alokasi

Program Priovitas | Kegiatan Prioritas| Lembaga Program Kegiatan Sasaran Indikator Lokasi 2017 | gueanp)| K
Produksi [Peny subsidi | Kementerian [Program Pupuk dan 955 1ya 9,55 juta Ton  I[Seluruh Indonesia 9,55 Ton
adi dan Pangan Lain [benih dan pupuk I Pertanian [Produksi, [Pestisida iTon Pupuk [Pupuk Bersubsidi yang dengan pembagian Pupul
[Produktivitas dan Bersubsidi fterdiri dari : perlokasi sbb:
utu Hasil Tanaman on Pupuk Urea

[Pangan ..Ton Pupuk TSP

= - Ton Pupuk Z4
-.Ton Pupuk O ik
“Rumah dari kebijakan” on Pupuk Organt]

(Hanya muncul Penyederhanaan Nomenklatur

Peningkatan Produksi [Rehabilitasi [aringan § [Pekerjaan [Program Pengelolaan [Pengelolaan Waduk lf.. buah Waduk yang [Tert - buah - buah
adi dan Pangan Lain [Irigasi; Pembangunard ldan Perumahan  [Sumber Daya Alr  [Embung Situ Serta Mdibangun dan ... buah|dan terpeliharanya ... buah JWaduk baru, dengan [ embung]
Waduk; Peu\bzng\mal Rakyat [Bangunan Waduk yang Waduk lokast sbb: ...

lembung H Al
1 ILainnya Pemeliharaan Wadul ... buah
i Menjadi alat ukur kinerja oleh fmi‘[":if""g“" di'“:l‘;]“"{g
1 Presiden/Kabinet, untuk itu perlu o RESES
i sasaran yang konkret
1
gkatan Produksi [Rehabilitast Jaringan I fPekerjaan Umum  [Program Wadul ¥Tert d i ~buah
adi dan Pangan Lain [Irigasi; Pembangunard jdan Perumahan  Sumber Daya Air  [Embung, Situ Serta [Embung dan Embung dengan
[Waduk; Pembangunag JRakyat [Bangunan uah Embung .. buah Embung lokasi sbb: ...
lembung [Penampung Air
Lainnya Pemeliharaan
Embung, dengan
lokasi sbb:....

29/02/2016
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Tindak Lanjut :
Sinergi BAPPENAS-BAPPEDA

BAPPENAS

Melakukan finalisasi program prioritas dan kegiatan prioritas yang perlu dilakukan
dalam pencapaian sasaran agenda prioritas nasional oleh Kementerian/Lembaga
melalui multilateral meeting I, bilateral meeting dan multilateral meeting Il
Pendekatan top-down

Pembahasan indikasi lokasi dan indikasi alokasi anggaran per program

Dari sisi perencanaan di pusat (top-down), digunakan instrumen Sistem Informasi
Multilateral (https://e-musrenbang.bappenas.go.id/multilateral)

BAPPEDA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Dari sisi perencanaan di daerah (bottom-up), digunakan instrumen e-musrenbang
(https://e-musrenbang.bappenas.go.id)

Melakukan usulan dukungan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga untuk
dilaksanakan di daerah (lokasi) dengan pendekatan pencapaian agenda prioritas
nasional melalui Usulan Prioritas Pembangunan Nasional (UPPN) melalui aplikasi
e-Musrenbang.

Melakukan usulan dukungan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga untuk
kegiatan dekon dan tugas pembantuan ke daerah melalui menu Usulan Prioritas
Pembangunan Daerah (UPPD) melalui aplikasi e-Musrenbang.

Melakukan Usulan Kegiatan Dana Alokasi Khusus untuk mendukung pencapaian
priroitas nasional dan daerah melalui aplikasi e-Musrenbang.

3
‘29

‘. A
L ‘:! ‘: U |
i\\:Lil 'l.-
AR R
o!' 1S

CONTOH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DIMENSI
SEKTOR UNGGULAN PRIORITAS NASIONAL
KEDAULATAN PANGAN
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\ y Penentuan Sasaran Pembangunan dan Arah
(- 1 Kebijakan Prioritas Nasional Kedaulatan
- Pangan Tahun 2017

Arah Kebijakan:

Sasaran 2oLy 2015 2016 2017 2019
(baseline) B N
1 gl pangan melalui kapasitas

Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan produksi DN: Padi: (i) penyelesaian pengamanan lahan
Produksi Pangan Utama: | 3 """" berkelanjutan (menahan konversi sawah) dan perluasan sawah
- Padi (Juta Ton) 70,6 75,0 76,2 77,0 82,0 baru 1 juta ha dan jaringan irigasi; (ii) revitalisasi penyuluhan dan
Produksi Pangan Lainnya/Diversifikasi sistemn perbenihan-1.000 desa berdaulat benih dan 1.000 desa
Pangan: pertanian organik

: Lzﬁgff&ﬁ Trou':‘)] !1139,; ;i’,: ils'g 21'2‘;: i;’; 2. Peningkatan aksesibilitas masyaré?(at terhadap pangan: (i) .
~Produksi Gula (Juta Ton) 26 267 s ' s 38 per an gudang dengan fasilitas pasca panen; pengendalian
Produksi Sumber Protein: pengaturan impor yang efektif; (i) penguatan cadangan pangan
- Daging Sapi (Juta Ton) 0,45 0,42* 0,59 0,64 0,76 dan stabilisasi harga pangan; (iii) pengembangan sistem logistik

160 | 188 ikan

- Ikan (Juta ton) 10,6 136 | 148
i dan il H

w

[ . Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi
I masyarakat: (i) konsumsi protein: telur, ikan, dan daging, sayur dan

- Pembangunan Jaringan irigasi air
permukaan, air tanah dan rawa (Juta 8,90 9,08 9,17
ha, kumulatif)

9,52 989 buah; (i) penggunaan pangan lokal non beras

>

Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan: benih adaptif
perubahan iklim, sekolah iklim dan asuransi pertanian

- Rehabililtasi dan Peningkatan jaringan

2,71 3,01

irigasi permukaan, air tanah dan rawa (2010-2014) 0,48** 0,30** 0,64** (2015-2019) Kebijakan terkait Revolusi Mental:
Juta ha . .
O ) 1. Penurunan pemborosan air, pupuk, pestisida serta “Food Waste”
-Pemhangunanmgas\ tambak (Ribu ha, 189,75 105,58 203,48 229,45 304,75 di meja makan
kumulatif) | | 2. Mendorong kreativitas dan inovasi
- Pembangunan waduk 16 " s g 49 3 i i produksi/ i pangan yang sehat

- g
(2015-2019) | | 4. Penegakan hukum dan disiplin

(groundbreaking) (on going)

* Angka Sementara; ** Angka Tahunan

Untuk 3 tahun pertama: fokus pada swasembada padi
Untuk kedelai fokus pada konsumsi DN utamanya untuk tahu dan tempe; Gula, daging sapi dan garam fokus pada pemenuhan konsumsi rumah tangga

\@\f ‘ Pendekatan Holistik, Tematik, Terintegrasi
NPz Prioritas Nasional Kedaulatan Pangan

Kementan, nemen LrR,
Kemen ATR

LEVEL1
Kementan,

Pemda
PROGRAM Reforma agraria .
PRIORITAS Peningkatan Pemds
p:::p -mlr.::n Stop konversi
(protein hewani) lahan produktif PRIORITAS
NASIONAL

Kemendag,
Kementan,
Kemenkeu

Pengendalian Pembangun:
harga dan impor
gl Kedaulatan
Pangan

Pemulihan
kesuburan lahan

Kementan,
Pemda

Paningkatan .
Kemen KP w:;ert: Desa Mandiri Kementa Prioritas Nasional, dan Program
amda G Benih e Prioritas telah tertuang dalam :

* Nawacita Jokowi — Jusuf Kalla
* Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPIMN) 2015-2019

Pengembangan
pertanian organik

Kementan

29/02/2016
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Pendekatan Holistik, Tematik, Terintegrasi
32 Kegiatan Utama Peningkatan Produksi Padi

Kementan, Kemen ATR,
Kemen PUPR, Pemda

LEVEL 2
Pencetakan
Kementan, Kemen PUPR,
Kemendag, Rehabiltasi_ '\ Kementan, Pemda
Kemenkeu, ;ﬂ";,?;'.‘ﬂ.. Ben ';-:"nﬂ PROGRAM
BuwN Lo PRIORITAS
KEGIATAN
PRIORITAS
Kementan,
Kemendag —— Kemendag, BUMN,
[ pembangunan s Kemenkeu
Pemda pasar ragisionsl "‘:‘n“’:;:‘;“
Peningkatan
Produksi Padi

* Kegiatan Pendukung
dirumuskan melalui Serial
Internal
* Akan ditindaklanjuti dengan
diskusi bersama
Kementerian/Lembaga melalui
multilateral meeting

Technopark das
e purk; Pemda

Sente art
it ngin
Bala Pamyulohan

Kementan,
Kemenristekdikti

Pemanfaatan

Penyaluran

Lehan Tidur bantuan alatdan | Kementan,
Kementan,| (Optimasi Lahan) mesin pertanian | Kemendag,
Pemda

Kemen ATR,
Pemda

\@;ﬂ | Pembangunan Kedaulatan Pangan

NP Z llustrasi Integrasi Peningkatan Produksi Padi Provinsi Aceh
B Pemanfaatan Waduk Keuliling (selesai 2008), Kab. Aceh Besar
B"'\'{"’:“;:mn Karantia DI Keuliling Hulu (578,2 ha); DI Keuliling Hilir (1.053 ha); DI Krueng Aceh (809,3
¥ o i

elas | Banda ha, extension); dan DI Krueng Jreue (2.350 ha).

Waduk Keureuto di Kab. Aceh Utara,

s Groundbreaking 2015
Waduk Krueng Keureuto (daya tampung 216 juta m3) akan mengairi DI
Alue Ubay (4.144 ha) dan DI Krueng Pase (6.677 ha).

Peningkatan & Rehabilitasi Jaringan Irigasi (tersier) :
Aceh Besar 6.000 ha

Produksi Padi Provinsi Aceh:
Aceh Jaya 1.000 ha

ATAP 2014 : 1,82 juta ton

ARAM 2015 : 2,33 juta ton Aceh Timur 8,200 ha
Sasaran 2016 : 2,30 juta ton Aceh Utara 2.000 ha
Sasaran 2017 : 2,37 juta ton Pidie 5.500 ha

Petani dan Lahan Provinsi Aceh (Sensus Plddie Jaya 2.300 ha

Pertanian 2013): o

Rumah Tangga Usaha Pertanian: 64,9 ribu RT

Luas Sawah: 300,8 ribu ha e Desa Mandiri Benih : 40 Desa

Lﬁ’; ;;:;;;’;:::‘;gg‘;::;wa"» 105/Mgha b o Agro Science Park (1 unit) di BPTP Aceh
o % Agro Techno Park (1 unit) di Aceh Timur

Cetak Sawah : 14.000 ha

29/02/2016
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‘@f ) Hirarki Pencapaian Sasaran DAK

Kawasan

[\?:ssfon::[, 3 Juta ha KEK Sei Mangke
Jalan Nasional
. dan Tol,
Pemerintah Pusat — >3.000 ha Pelabuhan,
Bandara
Pemerintah Jalan Provinsi,
Provinsi 1.000-3.000 ha SMK
Pemerintah Jalan Kabupaten,
Kab/Kota <1.000 ha Tanah

1. Sebagian besar sasaran nasional, harus dilaksanakan oleh semua tingkatan pemerintahan
(Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota)

2. Kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi pencapaian sasaran nasional tidak selalu bisa
dipenuhi karena kurangnya pendanaan dari APBD masing-masing.

3. DAK seharusnya diprioritaskan untuk mendanai kekurangan dana dalam pencapaian sasaran
nasional tsb.

@ Alur Pikir DAK Irigasi

daerah yang
sesuai daerah”

1. Pendidikan
2. Kesehatan dan KB
3. Infrastruktur Air Minum,
Sanitasi, dan Perumahan
4. Kedaulatan Pangan
snansh 5. Kehutanan & Lingkungan
Hidup

SASARAN

POKOK
RPJMN

KAB/KOTA

6. Energl Skala Kecil

7. Kelautan dan Perikanan

8. Prasarana Pemerintahan
Daerah

9. Transportasi

10. Sarana Perdagangan dan
Industri

DANA
TRANSFER

SUMBER
PENDAPATAN DAERAH

PENDAPATAN
LAIN-LAIN
YANG SAH
S

29/02/2016
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b [lustrasi DAK Untuk Rehabilitasi Irigasi
P (Contoh : Sulawesi Utara)

|—> Kebutuhan Rehabilitasi Irigasi Kewenangan Kabupaten 2017

- KEBUTUHAN
‘ h . 7(ha)  (UTARUPIAH)
| A 101 sendow Kab. Minahasa 14500 148465
DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN | 7 2 201w Kap, Minahasa 1m0 414245
5 3 ~ - T Kab, Minahasa 125.00 300482
KEDAULATAN PANGAN e e 4 0.1 vamaya Kab, Minahasa Tenggara 15000 206141
e - 5 0. SawanganKasssr  Kab. Minahasa Utara 10000 206141
. Minahasa Selatan 50.00 720
oy Minahasa Selatan 0 014
d . Minahssa Selatan 630,00 39395
v - 2 Bolaarg Mongendow 8000 155403
Target RPIMN 2015-2019; : iad. Bolasrg Mongendow 4000 .
. Bolaong Mongendow s0.00 7865
Rehabilitasi 3 juta hektar jaringan Kab. Kepulsuan Sangihe 5000 1,070.31
irigasi. pram—l i . 13 0.1, Dumagin Kab, Bolaanig Mongedow Timur 25000 5,507.09
i JunMLA 23000 #5656
Target RKP 2017: P ..
Rehabilitasi 639,700 hektar. 1 P Y Irigasi 2.343ha = Rp.45.665,64juta
2 \ i Ll = Kemampuan Pendanaan APBD = Rp. 25.000,00juta

| Rp. 20.665,64 juta

] Alokasi DAK
b Irigasi

Pata Sasaran Rehabilitasi Jaringan Irigasi 2017 -

llustrasi Rencana Terintegrasi Berdasarkan Spatial Planning
(Pengembangan Kawasan Industri (KEK) Bitung)

PEMBANGLINAN IAI ANTOL
aaceT

INAN LISTRIKDAN. T =
T PENGERIAN A ancer
e Lo T—— [e———y- [ o [ [0
s Gy . o n wa W
T e e
/R [TASI PELABUHAN
PENGEMBANGAN BANDARA A TaAGET TamAPINGIAN soannes OGS
v Taaca TAMUN HNGERAA Sumses senDaNAAN PRocasss —
g pa o g Lees T o peiaoo v e
el
taian Ta
L. o1
lzmmummzmmu DISMK

[ ——r —— | |
Dukungan DAK Bidang SARANA PERDAGANGAN & INDUSTRI
Kota Bitung. Kab. Minahasa Utara, Kota Manado, Kab. Minahasa
= Pembangunan Pasar Rakyat
V| . Pembangunanf Revitalisasi Sentra IKM (industri Kecil & Menengah)
[ #an DAK Bigang TRANSPORTAS] ic L
: +  Pembangunan jalan baru akses menuju kawasan industri
¢« Pemeliharan berkala, peningkatan struktur/ kapasitas jalan, misal.
. ! Kota Bitung: Jalan Wolter Mongisidi, ruas Bitung-Madidir
- | Kab. Minahasa Utara
PROPINSI SULAWESI =3 5 ! Jalan raya Likupang, ruas: Girian — Danowudu, Danowudu — Duasaudara,
UTARA : Dukungan DAK Bidang PENDIDIKAN/ SubBid SMK
)| SMKINDUSTRI
Catatan : )| Kota Bitung Kab. Minahasa tara, Kota Manado, Kab. Minahasa
1. N/A (not avoilable) perlu diperjelos dalom penyusunan RKP 2017 +  Pembangunan/ rehabilitasi ruang belajar/ perp Jruang praktik siswa/
2. Dukungan DAK Jalan hanya ilustrasi DAK = : laboratorium beserta perabotnya
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Alur Pikir Penyampaian Usulan e-Musrenbang RKP

Sinergi Usulan Prioritas Pembangunan Nasional (UPPN)
Melalui Aplikasi Sistem Informasi Multilateral dan

e-Musrenbang

Prioritas Nasional

Revolusi Mental

Program Prioritas

Kemandirian Ekonomi F

Kegiatan Prioritas

K/L Pendukung

e —
[er omosomion

Pendidi

[ Peningsatan Kesajahteraan Guru |

| Kemen pandidikan dan ketuid |

Program

Sasaran, Indikator,

Target,
& kn.\mn Lokasi dan Alohas|

Sasacan
Rehabiltasi 639

Reformasi Birokrasi |

| Penerapan standar pelayanan.. |

b arngan
Program gt
Pangalolasn Indikator
e aie 1| Jingan g
| Kedaulatan Pangan ‘ ‘ ing i Padi ‘ | Jaringan Irigesi +— K-mmnu-nu.mmd-np.u._* H " ::::vmmn‘s
Kagiatan 839,677 Ha
ekt
dan Rahabilitasi (| Tr
| Daerah Perbatasan | | Pengembangan 10pksh... | €0 [ pembangunan industr e | | | [ Kementeran pornduseian | protesrrardll BT IN
——— i Tonah, Rawea || Provs kab &
Reformasi Birokrasi Penerapan Standar Pelayanan.. | ‘ Penguatan Kapasitas Pengelola.. Kemen PAN dan RB dan Tambak ©
ok L - Program
Prioritas Nasional | Program Prioritas K Prioritas K/L Pendukung & hoglaten
nawacita 8 dan of
Revolusi Mental 1 K I dan UKM
P ‘ |Krmand\r\an£lmnoml I— Peningkatan j- [ Kemen Koperasidan Uk |
‘ Pendidikan ‘ [ penyectsan Guru yang Barkusttas.. | | [ peninghatan Guru | | 1 [[Hemen renban dom ke | s
u
Kedaulatan Pangan ‘ Peningk i ‘ [ i1 [ remen d |—H Pen et
dan Rehabilitasi
Jaringan rigas,
‘ Daerah Perbatasan | ‘ Pengembangan 10 PKSN... | — i Tansh, Rawa
dan Tambak
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AGENDA PELAKSANAAN

\2}& @ Agenda Pelaksanaan Musrenbangnas

AGENDA PELAKSANAAN T 4-11Mar |

BILATERAL MEETING

-
-
P

Mei Mei 30 Apr s/d akhir Juni Akhir Juni - Awal Juli

29/02/2016
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Pz

@ Jadwal Pengisian Aplikasi E-Musrenbang

1. Pelatihan Aplikasi e-Musrenbang (23 Februari 2016)
2. Pelatihan di tingkat Kabupaten/Kota oleh Bappeda Provinsi (24 Februari
2016 — 2 Maret 2016)
* Multilateral Meeting Tahap | di tingkat Pusat
3. Pengisian dan Verifikasi Tahap Awal (2 Maret 2016 — 2 April 2016)
* Input dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Bappeda
Kabupaten/Kota (2 Maret 2016 — 24 Maret 2016)
* Verifikasi dilakukan oleh Bappeda Kabupaten/Kota (28 Maret 2016 — 1
April 2016)
4.Hasil Input SKPD dan Bappeda Kab/Kota menjadi masukan dalam
Multilateral Meeting Tahap Il ( 4-8 April 2016)
5. Pengisian dan Verifikasi Tahap Akhir (9 April 2016 — 17 April 2016)
* Input dan Revisi hanya dapat dilakukan oleh Bappeda Kab/Kota dan
Bappeda Provinsi (9 April 2016 — 13 April 2016)
* Verifikasi Akhir dilakukan oleh Bappeda Provinsi (13 April 2016 — 17 April
2016)
6. Forum Musrenbang (18 April —30 April 2016)

SISTEM APLIKASI E-MUSRENBANG

29/02/2016
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\@i @ 3 Bagian Besar dalam E-Musrenbang

Melalui E-Musrenbang
Anda Dapat Melakukan

1. Pengusulan Baru
2. Tambahan Usulan

3. Melihat Hasil Usulan

Usulan Prioritas Nasional — Prioritas Nasional

Usulan DAK

— Progra Strategis

— Kegiatan Strategis

— Renc. Alokasi DAK 2016

I Data Teknis DAK 2016

— Usulan DAK 2017

— Data Teknis DAK 2017

Lokus Pembangunan
Berbasis Spasial /
Kewilayahan

Lokus Pembangunan
Kegiatan Strategis dengan
Pendekatan Perencanaan
Kewilayahan

Lokus Pembangunan DAK
Tahun 2016 dan Tahun
2017 dengan Pendekatan
Perencanaan
Kewilayahan

Konsep dan
Pendekatan
Perencanaan

!

Arah Kebijakan

Prioritas
Pembangunan
Nas. Tahun 2017

y

Program

y

Kegiatan

Sinergi Perencanaan Pusat dan Daerah
dalam Kerangka Pengisian E-Musrenbang

Pemda Kab/Kota

Pemda DIY

Konsep dan
Pendekatan
Perencanaan

\

Arah Kebijakan

\

Konsep dan
Pendekatan
Perencanaan

N

Arah Kebijakan

\

* Sinergi Perencanaan
Pusat dan Daerah
dengan Tetap

Memperhatikan
Prioritas Tidak Hanya
Prioritas Nasional,
Namun
Memperhatikan

Prioritas Prioritas - _—
Pemb Pemb Prioritas Provinsi dan
embangunan embangunan Kabupaten/Kota;
DIY Tahun 2017 Kab. Tahun 2017 e Hasil Trilateral Desk
| | Provinsi dan
Program Program Kabu.pat.en/ Kota
Menjadi Perlu
\ ‘L Diperhatikan
Kegiatan Kegiatan Khususnya  Kegiatan
yang  Membutuhkan
Sharing Sharing Sharing Pusat.
| | ?
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